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A B S T R A C T   A R T I C L E   I N F O 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik good 
governance antara PT Wirabumi Alam Sakti dan BPJS 
Ketenagakerjaan dalam implementasi program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan 
Jaminan Hari Tua (JHT), serta mengidentifikasi kendala 
dalam pelaksanaan program tersebut di tingkat perusahaan. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak 
manajemen perusahaan, tenaga kerja, dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Analisis data menggunakan model Miles 
dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, 
serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT 
Wirabumi Alam Sakti belum sepenuhnya memenuhi prinsip 
good governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas, 
partisipasi pekerja, dan kepastian hukum. Kendala 
implementasi meliputi keterbatasan pemahaman pekerja 
terhadap manfaat program serta ketidaklengkapan 
pendataan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan 
peningkatan koordinasi antara perusahaan dan BPJS 
Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program JKK, JKM, dan 
JHT guna meningkatkan perlindungan sosial tenaga kerja. 
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1. INTRODUCTION 
 

Pembangunan nasional Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, 
tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial tenaga kerja melalui sistem perlindungan 
sosial yang memadai. Tenaga kerja memiliki peran strategis dalam mendukung 
keberlangsungan kegiatan ekonomi dan pembangunan, sehingga keberadaannya perlu 
dijamin melalui sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan. 

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial 
ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 
Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Program tersebut bertujuan untuk 
memberikan perlindungan terhadap risiko kerja serta menjamin keberlangsungan 
pendapatan pekerja. 

Dalam implementasinya, perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk 
mendaftarkan seluruh tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa 
membedakan status hubungan kerja. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut 
masih menghadapi berbagai kendala di tingkat perusahaan, khususnya dalam hal pendataan 
tenaga kerja serta pemenuhan kewajiban pembayaran iuran. 

Implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip 
good governance yang mencakup akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum. Penerapan 
prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas implementasi 
program BPJS Ketenagakerjaan di tingkat perusahaan. 

Penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada efektivitas program BPJS 
Ketenagakerjaan atau kepatuhan administratif perusahaan. Namun, penelitian yang mengkaji 
implementasi program BPJS Ketenagakerjaan dari perspektif good governance di sektor 
swasta masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik 
good governance antara PT Wirabumi Alam Sakti dan BPJS Ketenagakerjaan dalam 
implementasi program JKK, JKM, dan JHT, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan 
program tersebut di tingkat perusahaan. 
 
2. METHODS 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk 
memahami implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di tingkat perusahaan dalam 
perspektif good governance. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada 
pemahaman fenomena implementasi kebijakan publik yang melibatkan interaksi antara 
perusahaan sebagai pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga penyelenggara 
jaminan sosial. 

Penelitian dilaksanakan di PT Wirabumi Alam Sakti yang berlokasi di Kabupaten Lampung 
Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan bahwa 
perusahaan tersebut merupakan industri padat karya yang memiliki kewajiban untuk 
mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang didasarkan pada 
keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di tingkat 
perusahaan. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pihak manajemen perusahaan, tenaga 
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kerja, serta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki peran dalam implementasi program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), 
observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan untuk 
memperoleh informasi terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan 
tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Observasi dilakukan untuk mengamati 
secara langsung praktik implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan 
perusahaan, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui 
penelaahan dokumen kepesertaan tenaga kerja serta laporan pembayaran iuran BPJS. 

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi 
data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan 
temuan lapangan dengan prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan 
kepastian hukum sebagai indikator dalam menilai implementasi program JKK, JKM, dan JHT 
di PT Wirabumi Alam Sakti. 

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi 
yang diperoleh dari pihak manajemen perusahaan, tenaga kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan 
guna memastikan konsistensi data terkait implementasi program jaminan sosial 
ketenagakerjaan di tingkat perusahaan. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Program JKK, JKM, dan JHT 

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di 
PT Wirabumi Alam Sakti belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan pihak manajemen perusahaan, diketahui bahwa tidak seluruh tenaga kerja telah 
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pekerja harian lepas yang bekerja 
pada divisi operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendataan tenaga kerja sebagai 
peserta BPJS belum dilakukan secara menyeluruh. 

Selain itu, pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan juga masih 
menghadapi kendala administratif yang berkaitan dengan pendataan tenaga kerja yang 
bersifat fluktuatif. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang 
bekerja di perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan dalam program JKK, JKM, dan JHT. 

Dalam perspektif teori akuntabilitas, perusahaan sebagai pelaksana kebijakan memiliki 
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program jaminan sosial 
ketenagakerjaan kepada pekerja sebagai kelompok sasaran kebijakan. Ketidaksesuaian 
antara jumlah tenaga kerja yang terdaftar dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja 
menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti 
belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan jaminan 
sosial ketenagakerjaan. 

3.2 Implementasi Prinsip Partisipasi dalam Program JKK, JKM, dan JHT 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pekerja dalam implementasi program BPJS 
Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti masih tergolong rendah. Sebagian pekerja 
mengaku belum memperoleh informasi yang memadai mengenai manfaat program JKK, JKM, 
dan JHT serta hak dan kewajiban yang melekat pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 
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Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pekerja mengenai 
program jaminan sosial ketenagakerjaan berdampak pada rendahnya pemahaman pekerja 
terhadap manfaat perlindungan sosial yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini 
menyebabkan pekerja tidak secara aktif terlibat dalam proses implementasi kebijakan, 
seperti dalam hal memastikan status kepesertaan mereka dalam program BPJS. 

Dalam perspektif teori partisipasi, keterlibatan kelompok sasaran kebijakan dalam 
pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 
implementasi kebijakan. Rendahnya tingkat pemahaman pekerja terhadap program BPJS 
Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan jaminan sosial 
ketenagakerjaan di tingkat perusahaan belum sepenuhnya melibatkan pekerja sebagai 
kelompok sasaran kebijakan dalam pelaksanaan program JKK, JKM, dan JHT. 

 

3.3 Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Program JKK, JKM, dan JHT 

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan 
di PT Wirabumi Alam Sakti juga belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan hasil studi 
dokumentasi, masih terdapat tenaga kerja yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan meskipun telah bekerja dalam jangka waktu tertentu di perusahaan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan seluruh 
tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 belum sepenuhnya dilaksanakan. Ketidakpatuhan terhadap 
kewajiban kepesertaan BPJS berpotensi mengurangi perlindungan sosial bagi pekerja dalam 
menghadapi risiko kerja. 

Dalam perspektif teori rule of law, implementasi kebijakan publik harus dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan 
kewajiban perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan 
bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti belum 
sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan jaminan sosial 
ketenagakerjaan. 

3.4 Kendala Implementasi Program JKK, JKM, dan JHT 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam implementasi program 
BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi Alam Sakti, antara lain keterbatasan pemahaman 
pekerja terhadap manfaat program, serta ketidaklengkapan pendataan tenaga kerja yang 
bekerja secara tidak tetap. Selain itu, proses administrasi kepesertaan BPJS yang memerlukan 
pembaruan data secara berkala juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi program JKK, JKM, dan JHT di tingkat 
perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif, tetapi juga oleh faktor 
komunikasi antara perusahaan dan pekerja dalam pelaksanaan kebijakan jaminan sosial 
ketenagakerjaan. 

 
4. KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di PT Wirabumi 

Alam Sakti dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan 
Jaminan Hari Tua (JHT) belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance. Hal ini 
terlihat dari penerapan prinsip akuntabilitas yang belum optimal, khususnya dalam 
pendataan tenaga kerja dan pemenuhan kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 

Selain itu, partisipasi pekerja dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan masih 
tergolong rendah akibat keterbatasan pemahaman mengenai hak dan manfaat jaminan sosial 
yang diberikan melalui program JKK, JKM, dan JHT. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
implementasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat perusahaan belum 
sepenuhnya melibatkan pekerja sebagai kelompok sasaran kebijakan dalam pelaksanaan 
program. 

Penerapan prinsip kepastian hukum juga belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan 
oleh masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 
meskipun telah bekerja di perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban perusahaan 
dalam mendaftarkan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
belum sepenuhnya dilaksanakan. 
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